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Kasus/sengketa yang timbul terkait jual beli hak atas tanah dalam perjanjian 
pengikatan jual beli atas tanah. Pada saat proses transaksi jual beli tersebut pihak 
pembeli sudah membayar/menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan 
harga tanah kepada penjual, akan tetapi pihak penjual tidak segera menyerahkan 
sertifikat hak atas tanah yang dijualnya kepada pembeli. Dalam hal ini pihak 
penjual beralasan karena Sertifikat tanah tersebut hilang, dan sedang mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat baru di Kantor Pertanahan. Faktor penyebab 
utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah 
manusia yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu 
bertambah. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan Kepastian Hukum Terhadap 
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih, (2) Hambatan Kepastian 
Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih. Jenis 
Penelitian adalah normatif pendekatan yang digunakan teknik pengumpulan 
datanya melalui meneliti bahan kepustakaan dan pendekatan kasus. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sengketa sertipikat ganda/tumpang 
tindih terjadi akibat kesalahan administratif oleh pihak Badan Pertanahan 
Nasional dalam hal melakukan pendataan atau pendaftaran tanah pada suatu objek 
tanah yang mengakibatkan terjadinya penerbitan sertipikat tanah yang bertindih 
sebagian dengan tanah milik orang lain. Berdasarkan beberapa kasus mengenai 
sertipikat hak atas tanah tumpang tindih terungkap bahwasanya terhadap 
penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang ternyata surat-surat bukti 
sebagai dasar penerbitan sertipikat data-datanya tidak benar atau telah dipalsukan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
 





Cases / disputes arising related to the sale and purchase of rights to land in 
the binding agreement on the sale and purchase of land. At the time of the sale 
and purchase transaction process the buyer has paid / submitted a sum of money 
in accordance with the agreement on the price of land to the seller, but the seller 
did not immediately hand over the certificate of land rights he sold to the buyer. 
In this case the seller argues that the land certificate is lost, and is applying for 
the issuance of a new certificate at the Land Office. 
This study aims: (1) To describe the legal certainty of overlapping land 
titles, (2) legal certainty barriers to overlapping land titles. 
This type of research is a normative approach that is used to collect data through 
researching library materials and a case approach. 
The results of this study indicate that multiple certificate disputes occur due 
to administrative errors by the National Land Agency in terms of carrying out 
data collection or registration of land on a land object that results in the issuance 
of land certificates overlapping partly with someone else's land. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
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A. Latar Belakang Masalah 
Konflik/sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik, dan 
selalu ada dimana-mana. Konflik/sengketa yang berhubungan tanah senantiasa 
berlangsung secara terus menerus, karena setiap orang pasti memiliki 
kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik/ sengketa 
tanah, selalu mengalami peningkatan. Faktor penyebab utama munculnya 
konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah manusia yang 
memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah.1 Semakin 
meningkatnya jumlah penduduk maka akan berbanding lurus terhadap 
meningkatnya jumlah kebutuhan orang akan tanah yang akan dijadikan sebagai 
hunian/tempat tinggal mereka. Namun pada masa sekarang ini untuk 
mendapatkan tanah guna memenuhi kebutuhan hidup juga bukanlah suatu hal 
yang mudah. Berbagai cara dapat dilakukan oleh seseorang dalam upayanya 
untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut, salah satunya yang lazim 
dilakukan adalah dengan melakukan perbuatan jual beli. Melalui proses jual 
beli inilah seseorang yang membutuhkan dapat memiliki hak atas tanah, dari 
hasil jual beli tersebut maka kepemilikan hak atas tanah dapat 
beralih/berpindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain. seseorang dalam 
upayanya untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut, salah satunya yang lazim 
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dilakukan adalah dengan melakukan perbuatan jual beli. Melalui proses jual 
beli inilah seseorang yang membutuhkan dapat memiliki hak atas tanah, dari 
hasil jual beli tersebut maka kepemilikan hak atas tanah dapat 
beralih/berpindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain. 
Banyak warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah, dan 
tanah yang diperjual belikan tersebut mempunyai status yang bermacam-
macam, selain status tanah hak milik sendiri dan tanah warisan, dalam 
perjanjian jual beli tanah bisa juga obyek tanah yang diperjual-belikan tersebut 
merupakan tanah dari hasil harta bersama. Harta bersama (gonogini) adalah 
harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh suami isteri selama 
berlangsungnya perkawinan. Jadi dalam hal ini apabila suatu ikatan 
perkawinan tersebut berakhir/bercerai, maka seharusnya harta bersama tersebut 
dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Namun apapun status dari obyek atas tanah 
yang diperjual-belikan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada proses/prosedur 
transaksi jual belinya, karena pada dasarnya memiliki prosedur yang sama dan 
yang terpenting adalah dalam melakukan jual beli tanah tersebut harus sesuai 
dengan prosedur yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan. 
Namun dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat, terdapat 
kasus/sengketa yang timbul terkait jual beli hak atas tanah harta bersama 
dimana antara pihak penjual dengan pihak pembeli telah sepakat serta 
mengikatkan dirinya dalam perjanjian pengikatan jual beli atas tanah harta 
bersama. Pada saat proses transaksi jual beli tersebut pihak pembeli sudah 





kepada penjual, akan tetapi pihak penjual tidak segera menyerahkan sertifikat 
hak atas tanah yang dijualnya kepada pembeli. Dalam hal ini pihak penjual 
beralasan karena Sertifikat tanah tersebut hilang, dan sedang mengajukan 
permohonan penerbitan sertifikat baru di Kantor Pertanahan. 
Dalam Menjamin Kepastian Hukum terhadap Kepemilikan tanah maka 
pemerintah dan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) akan berperan aktif 
dalam mengatur hak-hak atas tanah yang terpenting bagi kelangsungan hidup 
berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan 
makmur, hak atas tanah menurut UUPA yang terpenting antara lain:  
1) Hak Milik 
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di 
punyai orang atas tanah,jadi secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan 
di akui oleh Negara. 
2) Hak Guna Usaha 
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan sebidang tanah Negara 
atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu 
untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan 
perikanan (pasal 28 UUPA).    
3) Hak Guna Bangunan 
Hak Guna Bangunan adalah hak milik untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka 






4) Hak Pakai 
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah 
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa 
atau perjanjian pengolahan tanah (pasal 41 UUPA). 
5) Hak Sewa 
Hak sewa adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah yang dikuasai 
Negara atau tanah milik orang lain yang akan dipergunakan untuk 
kepentingan pihak ketiga. 
Berdasarkan macam-macam hak atas tanah diatas yang diatur oleh 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sangat diperlukan oleh 
masyarakat akan kepastian hukumnya,2 maka berdasarkan latar belakang di 
atas, maka penulis tertarik untuk untuk mengambil judul : “KEPASTIAN 
HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH 
YANG TUMPANG TINDIH”. 
B. Rumusan Masalah 
Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah 
ditetapkan dan disamping itu karena keterbatasan waktu dan kemampuan 
penulis, Ruang lingkup pembahasan masalah sebagai berikut :  
                                                 
2 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana cetakan ketiga, 





1. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 
yang Tumpang Tindih ? 
2. Apa Hambatan dalam Upaya Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak 
Milik atas Tanah yang tumpang tindih ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik 
Atas Tanah Yang Tumpang Tindih 
2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan upaya Kepastian Hukum Terhadap 
Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang tumpang Tindih. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis.  
Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 
karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 
dalam ilmu agraria; 
2. Kegunaan Praktis.  
Untuk memberi memberi pemahaman kepada masyarakat tentang Kepastian 
Hukum Terhadap Sertifikat Hak MilikAtas Tanh Yang Tumpang Tindih, 
serta Mendeskripsikan Hambatan dan upaya Kepastian Hukum Terhadap 






E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang relevan dan dapat dijadikan referensi dalam 
penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut: 
1. Astri Isnaini (2017), Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Hak Atas 
Tanah, Kota Makasar. 2 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Permasalahan tanah sekarang 
sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan 
memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. 
Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi 
hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui 
hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah 
kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan 
nasionalisme dan hak asasi manusia. Persoalan tanah juga masuk ke 
persoalan hukum pidana yakni persengketaan tanah yang disertai dengan 
pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). 
Adapun jenis-jenis atau perkara sengketa pertanahan yaitu : 
i. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak 
tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan 
tanahnya. 
ii. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai, atau 
pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah 
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tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun 
yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. 
iii. Sengketa batas, yaitu perbedaan, nilai kepentingan mengenai letak, 
batasdan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah 
ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
maupun yang masih dalam proses penetapan batas. 
iv. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang  
berasal dari warisan. 
v. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang 
diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang. 
vi. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki 
sertipikat atas hak tanah lebih dari 
vii. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah 
diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti; 
viii. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya 
Akta Jual Beli palsu. 
ix. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai 





satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang sala 
2. Ana Silviana, Sri Sudaryatmi, Asri Artariana (2016), Analisis Yuridis 
Peyeesaian Sengketa Tumpang Tindih Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas  
Tanah.3 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Penyelesaian sengketa 
tumpang tindih alat bukti kepemilikan tanah dilakukan melalui jalur 
litigasi sampai ke upaya hukum peninjauan kembali dengan keputusan 
bahwa Agus dan Aja merupakan pemilik sah hak atas tanah girik dengan 
berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki yaitu Akta Jual Beli tanah girik 
yang asli sebagai bukti. Sedangkan, pertimbangan Hakim dalam memutus 
perkara MA nomor : 125PK/Pdt/2002 sudah sesuai dengan peraturan 
hukum agraria dalam pembuktian hak lama berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena 
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti kepemilikan tanah girik 
yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-
saksi. 
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3. Indri Handayani (2014), Penyelesaian Hukum Tumpang Tindih 
Kepemilikan Tanah.4 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Kekuatan Hukum kepemilikan 
tanah yang alas haknya berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh 
Notaris yaitu akta tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peralihan 
hak keperdataan seseorang atas tanah kepada si penerima hak yang 
dituangkan kedalam akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna 
bagi kedua pihak. Tetapi akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat 
bukti dalam pendaftaran peralihan hak keperdataan atas tanahnya, akta 
tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permohonan pertama hak 
atas tanah. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Didalam penulisan penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan oleh 
penulis adalah Normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum 
doktrinal yang artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Aspek yang dikaji dalam 
penelitian hukum doktrinal adalah teori, sejarah, filososfi, perbandingan, 
struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum 
dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan 
perundang-undangan, serta bahasa hukum yang digunakan. 
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2. Pendekatan  Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue 
approach)  dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-
undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua 
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 
ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaiyan dengan isu yang 
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap.5 
3. Sumber data  
Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan Bahan 
Hukum yaitu:  
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.6 Terdiri 
dari : Undang-undang dan peraturan – peraturan. 
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer7 seperti; literatur-literatur, buku-buku, jurnal hukum, dan 
artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum. 
4. Metode Pengumpulan data  
Pengumpulan bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 
primer yang diperoleh  dengan cara melakukan studi dokumen dan studi 
kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari atau membedah buku – buku 
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dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pokok 
materi yang diteliti. 
5. Metode Analisis data  
Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, 
yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang ada dengan tepat dan 
sejelas-jelasnya. Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan 
selama proses penelitian dalam bentuk data sekunder dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan kaitannya dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini 
nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas. 
G. Sistimatika Penulisan 
Hasil penelitian ini penulis susun menjadi empat (4) bab dimana masing-
masing bab penulis uraikan dalam sub-sub dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan.  
Pada Bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah,    Rumusan 
masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual 
Pada Bab ini akan disampaikan tentang Hukum Agraria Indonesia Pengertian 
Hukum Agraria dan Hukum Tanah, Pengertian Hak Milik, Pengertian 
Sertifikat Hak Milik, Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik dan Sengketa 






Bab III  Penelitian dan Pembahasan.  
Pada Bab ini akan diutaikan hasil perolehan data, untuk mendeskripsikan 
tentang : 
1. Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang 
Tumpang Tindih  
2. Apa Hambatan dalam Upaya Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak 
Milik atas Tanah yang tumpang tindih ? 
Bab IV  Kesimpulan dan Saran.  








A. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah 
1. Pengertian Hukum Agraria 
  Di Indonesia sebutan agraria di lingkungan Administrasi 
Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non 
pertanian.Tetapi Agrarisch Recht atau Hukum Agraria di lingkungan 
administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-
undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam 
melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka perangkat hukum 
tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi negara. 
Sebutan agrarische wet, agrarische besluit, agrarische inspectie pada 
departemen Van Binnenlandsche Bestuur, agrarische regelingan dalam 
himpunan Engelbrecht, bagian agraria pada kementerian dalam negeri, 
menteri agraria, kementerian agraira, departemen agraria, menteri pertanian 
dan agraria, departemen pertanian dan agraria, direktur jenderak agraria, 
direktorat jenderal agraria pada departemen dalam negeri, semuanya 
menunjukan pengertian demikian. 
Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga 
perspektif, yakni arti agraria dalam arti umum, Administrasi Pemerintahan 
dan pengertian agraria berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria. Pertama 




tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, 
pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi Kedua 
Cetakan Ketiga, Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga 
urusan pemilikan tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris 
agrarian selalu dairtikan dengan tanah dan dihubungakan dengan usaha 
pertanian. Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk 
menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan 
mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih 
meratakan penguasaan dan pemilikannya. 
Dalam tahun 1988 Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan 
Presiden Nomor : 26 Tahun 1988, yang sebagai Lembaga Pemerintahan 
Non Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan 
mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian sebutan pertanahan 
sebagai nama badan tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi lingkup 
tugas dan kewenangan yang sebelumnya ada pada departemen dan 
direktorat jenderal agraria. Sebaliknya justru memberikan kejelasan dan 
penegasan mengenai lingkup pengertian agraria yang dipakai di lingkungan 
administrasi pemerintahan. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik 
tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan 
maupun air laut. 
 Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud 




Subekti, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, 
tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan 
bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur 
pula wewenang yang bersumber pada huungan tersebut.15 
E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadai bagian 
dari hukum tata usaha negaram karena mengkaji hubungan-hubungan 
hukum antara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat 
yang bertugas mengurus masalah agraria.16 
Daripada itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran 
Hukum Agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber 
daya alam. Oleh karenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA 
memiliki pengertian hukum agraria dalam arti luas, yang merupakan suatu 
kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-
sumber daya alam yang meliputi : 
1. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas 
tanah  dalam arti permukaan bumi; 
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; 
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-
bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok 
pertambangan; 
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4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan 
alam yang terkandung di dalam air; 
5. Hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan 
dan hasil hutan; 
6. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa 
(bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-
unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA. 
7. Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit, hanya mencakup 
Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak 
penguasaan atas tanah. Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai 
dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam 
penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2), meliputi tubuh bumi, air dan 
ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunan tanah itu 
dalam batas menurut UUPA, dan peraturan-perturan hukum lain yang 
lebih tinggi. 
2. Hukum Tanah 
Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik 
tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan 
yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga 
hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit, beraspek publik dan privat, 
yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya 




Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi 
menjadi 2 (dua), yaitu : 
1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum; 
Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan 
orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak. 
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit; 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu 
sebagai obyeknya dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai 
subjek pemegang haknya. Dalam pengertian konteks agraria, tanah 
berarti permukaan bumi paling luar berdimensi dua dengan ukuran 
panjang dan lebar. Hukum tanah di sini buakan mengatur tanah dalam 
segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja 
yaitu aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan atas 
tanah. 
Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa 
permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang 
disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan 
tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah 
serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam 
berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam artu yuridis adalah 




permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 
lebar. 
Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi 
wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau 
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat 
(2) UUPA,  kepda pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan 
air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk  kepentingan langsung 
yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 
UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
Hirarki hak-hak atas penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional 
adalah : 
1. Hak bangsa Indonesia atas tanah; 
2. Hak menguasai negara atas tanah; 
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat; 
4. Hak-hak perseorangan, meliputi; 
a. Hak-hak atas tanah, meliputi : 
1) Hak milik atas; 
2) Hak guna usaha; 
3) Hak guna bangunan; 
4) Hak pakai; 
5) Hak sewa; 




7) Hak memungut hasil hutan; 
8) Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 (UUPA). 
b. Wakaf tanah hak milik; 
c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan); 
d. Hak milik atas satuan rumah susun. 
Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang  hak 
dengan hak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam dalam hukum 
tanah, yaitu : asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan vertikal. 
Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasrkan pemilikan 
tanah dengan memisahakan tanah dari segala benda yang melekat pada 
tanah tersebut. Sedangkan asas pelekatan vertikal yaitu asas yang 
mendasrkan pemilikan tanah san segala benda yang melekat padanya 
sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. 
Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar yang merupakan latar 
belakang peraturan yang konkrit yang berlaku dalam bidang hukum 
pertanahan dalam pengaturan hukum adat dan asas ini juga dianut oleh 
UUPA. Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar 
pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan 
KUHPerdata. 
Dalam bukunya, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sejak 




sesuai dengan tata hukum yang berlaku dewasa itu (masih dualistis) pada 
masa sebelum adanya kesatuan hukum dalam hukum pertanahan yaitu 
sebelum UUPA. Sejak berlakunya UUPA, maka ketentuan Buku II 
KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan di dalamnya 
telah dicabut, kecuali tentang hipotik. Dengan demikian pengaturan tentang 
hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuan hukum (unifikasi 
hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku yaitu yang 
diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat (lihat Pasal 5 UUPA). 
3. Sejarah Hukum Agraria  
Hukum dan kebijakan Agraria merupakan alat untuk membawa 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat maupun 
masyarakat luas dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, juga 
untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan serta meletakkan dasar-dasar 
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 
rakyat seluruhnya. 
Sehingga diperlukannya aturan yang mengatur tentang hal tersebut, 
dengan diterbitkanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-
undang Pokok-pokok Agraria yang bersifat nasional maka menggugurkan 
aturan-aturan yang sebelumnya mengatur tentang tanah. 
Sejarah Hukum Agraria dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan 
oleh penjajah senatiasa diorentasikan pada kepentingan dan keuntungan 




sebagai penguasa sekaligus merangkap sebagai pengusaha menciptakan 
kepentingan-kepentingan atas segala sumber-sumber kehidupan di bumi 
Indonesia yang menguntungkan mereka sendiri sesuai dengan tujuan mereka 
dengan mengorbankan banyak kepentingan rakyat Indonesia.17 Hukum 
agraria kolonial memiki sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya 
Hukum Agraria yang berdasarkan atas hukum adat, disamping peraturan-
peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat. Proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia ( RI ) dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh 
soekarno dan Mohamad Hatta atas nama bangsa. 
B. Pengertian Hak Milik 
1. Hak Milik 
Hak Milik yang merupakan salah satu macam hak atas tanah yang 
dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengertian Hak 
Milik berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa : 
“Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6” 
Hak Milik bersifat turun-menurun maksudnya bahwa Hak Milik atas tanah 
tersebut tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang Hak milik atas 
tanah, tetapi dapat juga dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pewaris 
meninggal dunia, oleh karena itu Hak Milik jangka waktunya tidak terbatas. 
Hak Milik bersifat terkuat maksudnya bahwa Hak Milik merupakan induk 
dari macam hak atas tanah lainnya dan dapat dibebani oleh hak atas tanah 
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lainnya, seperti Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Hak Milik bersifat 
terpenuh maksudnya Hak Milik menunujuk luas wewenang yang diberikan 
kepada pemegang Hak Milik dalam menggunakan tanahnya baik untuk 
usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan. 
Hak Milik bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh bukan berarti bahwa 
Hak Milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat 
diganggu gugat. Hal ini Ini dimaksudkan untuk membedakan Hak Milik 
dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. Dengan kata 
lain, Hak Milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh diantara 
hak-hak atas tanah lainnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial, sehingga Hak Milik juga mempunya fungsi social, artinya 
bahwa Hak Milik yang dipunyai subjek hak (pemegang hak) tidak boleh 
dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Fungsi sosial dari 
Hak Milik harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan 
masyarakat. 
2. Subyek Hak Milik 
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, maka yang dapat mempunyai 
Hak Milik adalah: 
a. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik 
b. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang mempunyai hak 




c. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh 
Hak Milik karena Pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai 
Hak Milik setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 
kewarganegaraan tersebut. Jika sesudah jangka waktu itu lampau Hak 
Milik tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya 
jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung. 
d. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia juga 
memperoleh kewarganegaran asing maka ia tidak dapat mempunyai 
tanah dengan hak miik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 
Pasal ini.” 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka hanya warga negara Indonesia 
tunggal yang dapat mempunyai Hak Milik, orang asing tidak diperbolehkan 
untuk mempunyai Hak Milik. Orang asing dapat mempunyai tanah dengan 
Hak Pakai yang luasnya terbatas. 
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dilihat dalam 
ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 




kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah.  
Effendi Perangin menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat yang 
berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud 
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, 
menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai 
tanggungan. 
Di samping PPAT umum sebagaimana disebutkan di atas, ada pula 
PPAT Sementara dan PPAT Khusus. Pasal 1 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa PPAT 
Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya 
untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah 
yang belum cukup terdapat PPAT. Sedangkan PPAT Khusus adalah pejabat 
Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk 
melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT tertentu, khusus 
dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. 
Dalam pelaksanaan administrasi pensertipikatan tanah, data 
pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai 
dengan keadaaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang 
bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik bidang tanah tesebut 





Dalam hubungan dengan tindak lanjut terhadap pencatatan data 
yuridis ini, diperlukan Petugas Pembuat Akta Tanah atau PPAT yang akan 
menerbitkan akta tanah. Dengan demikian, peran PPAT sangat penting 
dalam hubungannya dengan maksud memudahkan pendataan, pendaftaran, 
memberikan hak baru, dan/atau membebankan hak atas tanah. 
Pengangkatan dan penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
diatur dalam dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. 
Pasal 11 menyebutkan bahwa: 
(1) PPAT diangkat oleh Kepala Badan 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai PPAT, yang bersangkutan harus lulus ujian 
PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanhsn Nasional Republik 
Indonesia 
(3) Ujian PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan untuk 
mengisi formasi PPAT di kabupaten/kota yang formasi PPAT nya belum 
terpenuhi.  
Pasal 12 menyebutkan bahwa: 
(1) Sebelum mengikuti ujian PPAT, yang bersangkutan wajib mengikuti 
pendidikan dan pelatihan PPAT yang diselenggarakan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat 




(2) Pendidikan dan pelatihan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk mendapatkan calon PPAT yang profesional dan 
memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya; 
(3) Materi ujian PPAT terdiri dari : 
a) Hukum Pensertipikatan tanah Nasional;  
b) Organisasi dan Kelembagaan Pensertipikatan tanah;  
c) Pendaftaran Tanah; 
d) Peraturan Jabatan PPAT;  
e) Pembuatan Akta PPAT; dan  
f) Etika Profesi. 
Selain PPAT sebagaimana dimaksudkan di atas, Camat maupun 
Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan 
suatu keadaan tertentu (kondisi geodrafis, kondisi masyarakat setempat, atau 
jumlah PPAT-nya belum cukup, dan lain-lain) sehingga Camat maupun 
Kepala Desa ditunjuk menjadi PPAT. Seperti disebutkan pada Pasal 18 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa : 
(1) Dalam hal tertentu Kepala Badan dapat menunjuk Camat dan/atau 
Kepala Desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara; 
(2) Sebelum Camat dan/atau Keepala Desa ditunjuk sebagai PPAT 
Sementara, yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 
PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Petanahan Nasional Republik 
Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan 




(3) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikecualikan bagi Camat dan/atau Kepala Desa yang akan 
ditunjuk sebagai PPAT Sementara, apabila di daerah kabupaten/kota 
yang bersangkutan belum ada PPAT; 
(4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dimaksudkan untuk menambah kemampuan PPAT Sementara dalam 
melaksanakan tugas jabatannya. 
Dari beberapa penjelasan yang disampaikan melalui pasal-pasal 
tersebut di atas, jelaslah bahwa PPAT adalah pejabat yang tugasnya 
berkaitan dengan pendaftaran dan pembuatan akta tanah yang dipersiapkan 
dengan persyaratan sedemikian rupa agar dapat melaksanakan tugas 
jabatannya. Di samping PPAT umum, juga ada PPAT Sementara dan PPAT 
Khusus yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan sendiri-sendiri. Hal 
yang penting untuk dipahami pula mengenai PPAT, bahwa sebagai pejabat 
yang melaksanakan tugas berkaitan dengan bidang pendaftaran dan 
pembuatan akta tanah, jabatan PPAT selalu dikaitkan dengan wilayah 
tertentu yang menjadi daerah kerjanya. Pasal 5 Peraturan Kepala Badan 
Petanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 mengatur tentang wilayah atau 
daerah kerja PPAT, bahwa: 
(1) Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah kerja Kantor Pertanahan; 
(2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah 




Karena fungsinya yang penting berkaitan dengan bidang pendaftaran 
dan pembuatan akta tanah bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi 
tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Karena itu di 
wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk sebagai 
pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut. Adapun yang dimaksud dengan 
daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT 
nya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (tentang formasi 
PPAT). Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah 
tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, Camat yang baru tidak lagi 
ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Berdasarkan pertimbangan untuk 
memenuhi pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang 
masyarakat akan merasakan kesulitan apabila harus pergi ke Kantor 
Kecamatan untuk melaksanakan transaksi mengenai tanahnya. Menteri juga 
dapat menunjuk Kepala Desa untuk melaksanakan tugas PPAT. 
4. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Di dalam ketentuan Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, tugas 
pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 




Perbuatan hukum ini menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) adalah : 
1. Jual beli; 
2. Tukar-menukar; 
3. Hibah; 
4. Pemasukan dalam perusahaan (inbreng); 
5. Pembagian harta bersama; 
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 
7. Pemberian Hak Tanggungan 
8. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka tugas dari PPAT 
adalah melakukan perekaman perbuatan hukum (recording of deeds of 
conveyance) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). 
Di dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 
Tahun 1997, menyebutkan sebagai berikut : 
1. Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan 
perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan 
olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
2. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu 
perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai 




yang ditunjukan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya 
perbuatan hukum yang bersangkutan; 
3. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan 
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan 
prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka PPAT mempunyai 
kewenangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998, yaitu membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai 
hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di 
dalam daerah kerjanya. 
Sedangkan kewenangan PPAT khusus hanya membuat akta mengenai 
perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. 
Demikian PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta PPAT 
berdasarkan penunjukannya sebagai PPAT, di sesuatu wilayah dan 
perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut. Sedangkan 
kewenangan PPAT khusus tersebut adalah pembuatan akta PPAT yang 







C. Pengertian Sertifikat Hak Milik 
1. Pendaftaran Tanah  
Dalam istilah Belanda, pendaftaran tanah dikenal dengan istilah cadastre. 
Kadaster adalah suatu istilah teknis suatu recorsd (rekaman) yang 
menunjukkan kepada luas, nilai dan kemilikan (atau lain-lain atas hak) 
terhadap suatu bidang tanah. Sebenarnya kadaster ini mulanya berasal dari 
bahasa Latin yaitu Capitastrum, yang berarti register atau capita atau unit 
yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). 
Di Indonesia, pengertian pendaftaran tanah dapat dijumpai di dalam Pasal 1 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, sebagai berikut : 
“Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 
Berdasarkan pengertian ini, maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 
a. Rangkaian kegiatan 
Rangkaian kegiatan berarti dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah 
menunjuk daanya kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lainya, 




tersedianya data yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian 
hukum. 
b. Dilakukan Pemerintah 
Pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah agar melaksanakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjamin 
kepastian hukum. Sebagian tugasnya memang dapat dilimpahkan kepada 
pihak swasta namun hanya pengumpulan data fisik tanah, namun untuk 
memperoleh kekuatan hukum, hasilnya tetap diperlukan pengesahan 
pejabat pendaftaraan tanah Karena akan dipergunakan sebagai alat bukti. 
c. Terus-menerus 
Menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan 
ada ahkirnya yang berarti data yang sudah terkumpul dan tersedia harus 
selalu dipelihara, yang artinya disesuaikan dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi kemudian, sehingga tetap sesuai dengan keadaan yang 
terahkir. 
d. Teratur 
Menunjuk pada semua kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya merupakan 
alat bukti hak atas tanah. 
e. Bidang-bidang tanah 
Bidang-bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan 




Menurut Boedi Harsono penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam 
masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh 
pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa 
pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan 
kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya 
memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang karena akan 
digunakan sebagai data bukti.18 
Lebih lanjut Boedi Harsono berpendapat bahwa kata-kata “suatu 
rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, 
berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya 
data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
di bidang pertanahan bagi rakyat banyak. Kata-kata “terus menerus” 
menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimula tidak akan 
ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu 
dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 
kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata “teratur” 
menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan 
perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data 
bukti menurut hukum, sekalipun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu 
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sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran 
tanah.19 
Data yang dihimpun dalam pendaftaran tanah pada dasarnya meliputi dua 
bidang, yaitu : 
a. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah 
termasuk keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan dan 
tanaman yang ada diatasnya. 
b. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, 
pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang 
membebaninya. 
2. Azas Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka sebagaimana disebutkan dalam penjelasan 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
a. Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimakud agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 
tanah; 
b. Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahw pendaftaran tanah 
perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai denga tujuan pendaftaran 
tanah itu sendiri; 
                                                 




c. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bias terjangkau oleh 
para pihak yang memerlukan; 
d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaanya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 
yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang 
terjadi di kemudian hari; 
e. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaraan tanah secara 
terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di 
Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan, dan 
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar 
setiap saat. 
3. Tujuan Pendaftaraan Tanah 
Tujuan pendaftaraan tanah menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah : 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 




2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 
3. Untuk terselenggaranya administrasi pertanahan. Terselenggaranya 
pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib 
administrasi di  bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi 
tersebut setiap bidang tanah wajib didaftar.   
Jika diperhatikan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum 
pada huruf a di atas merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang 
diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria. Disamping itu 
dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya 
pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data 
yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. 
Terselenggaranya pendaftaraan secara baik merupakan dasar dan 
perwujudan tertib administrasi dibidang pertanahan. 
4. Macam-macam Pendaftaran Tanah 
Dalam sistem pendaftaran akta, data yuridis tanah yang bersangkutan 
yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dan pada sistem ini 
Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat pasif, yang artinya tidak 




Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, harus 
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 
pendaftarannya, bukan akta yang didaftar, melainkan haknya yang 
diciptakan dan perubahan-perubahan kemudian, Akta merupakan sumber 
datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi 
kemudian disediakan suatu daftar-isian, yang didalam penyelenggaraan 
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
disebut buku-tanah. Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data 
yuridis untuk mendaftar hak yang diberikan dalam buku-tanah. Demikian 
juga akta pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data 
untuk mendaftar perubahan-perbahan pada haknya dalam buku-tanah hak 
yang bersangkutan.20 
Dalam sistem pendaftaran hak pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif, 
artinya sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku-tanah dan 
pencatatan perubahan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah melakukan pengujian 
kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran 
tanah (maintenace). 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 
yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar.  
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Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 
wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik 
diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana 
kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah 
yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Dalam hal suatu 
desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara 
sistematik, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara 
sporadik.21   
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual 
atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas 
permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek 
pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.22 
Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui cara 
ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan 
didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena 
prakarsanya datang dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi 
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dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus 
didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak 
panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji 
kelayakan agar berjalan lancar. 
Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan itu 
misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, hapusnya atau diperpanjangnya 
jangka waktu hak yang sudah berakhir pemecahan, pemisahan dan 
penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar. Agar data yang 
tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir.    
Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, harus 
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 
pendaftarannya, bukan akta yang didaftar, melainkan haknya yang 
diciptakan dan perubahan-perubahan kemudian, Akta merupakan sumber 
datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi 
kemudian disediakan suatu daftar-isian, yang didalam penyelenggaraan 
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
disebut buku-tanah. Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data 
yuridis untuk mendaftar hak yang diberikan dalam buku-tanah. Demikian 




untuk mendaftar perubahan-perubahan pada haknya dalam buku-tanah hak 
yang bersangkutan.23 
Dalam sistem pendaftaran hak pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif, 
artinya sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku-tanah dan 
pencatatan perubahan oleh Pejabat Pendaftaran Tanah melakukan pengujian 
kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. 
Dalam sistem Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 semua 
data yang terdapat dalam buku tanah dicantumkan juga pada salinannya 
yang merupakan bagian dari sertifikat.24 
Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
berbunyi : “Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas 
tanah rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku-tanah 
yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, 
dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut”. 
5. Macam-macam Hak Atas Tanah yang dapat di Daftarkan 
Di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan, hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas tanah rumah susun didaftar dengan 
membukukannya dalam buku-tanah yang memuat data yuridis dan data fisik 
bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat 
pula pada surat ukur tersebut. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas, maka tampak 
diketahui prosedur pendaftaran tanah dan sekaligus juga mengisyaratkan 
obyek pendaftaran tanah. 
Menurut ketentuan Pasal 9 Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, objek tanah yang dapat didaftarkan 
meliputi : 
1. Bidang-bidang tanah yang mempunyai dengan hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; 
2. Tanah hak pengelolaan; 
3. Tanah wakaf; 
4. Hak milik atas satuan rumah susun; 
5. Hak tanggungan; 
6. Tanah negara 
Hak guna bangunan dan hak pakai ada yang diberikan oleh negara, 
tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah, 
sebelum ada tata cara mengenai pembebanannya dan disediakan formulir 
akta pemberiannya, untuk semenrata belum akan hak guna bangunan dan 
hak pakai yang diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah. Maka yang 
kini merupakan obyek pendaftaran tanah, baru hak guna bangunan dan hak 
pakai yang diberikan oleh negara. Tanah Negara dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 termasuk obyek pendaftaran tanah. 
D. Sertifikat Sebagai bukti Hak 




Pendaftaran tanah bertujuan: 
“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan;” 
Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sertifikat hak 
atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas 
tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut (Pasal 
31 ayat [1)] PP Pendaftaran Tanah). Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 32 
PP Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda 
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 
dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data 
yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 
hak yang bersangkutan. Dari kegiatan pendaftaran tersebut maka akan 
mendapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat pasal 
19 ayat (2) huruf c UUPA. Dalam hukum tanah dikenal 2 (dua) macam 
sertifikat yaitu sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat 
hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah dan sertifikat hak 
tanggungan adalah tanda bukti adanya hak tanggungan.. Sertifikat menurut 
PP24/1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 
ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 




sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam undang-undang 
No. 5 tahun 1960 yang lazimnya disebut dengan UUPA dikenal hak-hak atas 
tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai 
dan Hak Pengelolaan. Semua hak atas tanah itu memberikan kewenangan 
kepada orang yang mempunyainya, hanya bedanya terletak pada luasnya 
kewenangan dalam menggunakannya, yakni untuk keperluan apa dan berapa 
lama tanah tersebut dapat digunakan.25 
Sengketa Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik dan Sengketa Yang 
Timbul. 
E. Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik dan Sengketa Yang Timbul 
1. Cara Memperoleh Sertifikat Hak Milik 
Legalitas atas kepemilikan properti baik berupa tanah atau bangunan 
harus bisa dibuktikan secara sah. Sebelum mengajukan permohonan 
pembuatan sertifikat, ada beberapa dokumen yang diperlukan sebagai syarat 
kelengkapan. 
Syarat dan cara membuat sertifikat tanah tersebut, harus dilengkapi hal 
berikut: 
 Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang telah dilegalisir 
pejabat berwenang 
 Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir 
 Fotokopi kartu keluarga (KK) dari pemohon 
 Fotokopi NPWP 
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 Izin mendirikan bangunan (IMB) 
 Akta jual beli (AJB) 
 Pajak Penghasilan (PPh) 
 Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
(BPHTB). 
Sementara itu, jika ingin menerapkan cara membuat sertifikat tanah 
bersifat girik, ada beberapa kelengkapan yang juga perlu disertakan seperti: 
 Leter C atau girik 
 Surat riwayat tanah 
 Surat pernyataan tidak sengketa. 
2. Sengketa Pertanahan 
Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : 
Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu 
hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk 
peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anatara pihak yang 
berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.26 Dalam memberi 
pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu 
sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini 
merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 
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Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam 
Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa : Sengketa pertanahan yang disingkat 
dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, 
badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. 
Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan 
pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, oeganisasi, 
badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 
berdampak luas secara sosio-politis. Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis 
Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah 
Pertanahan, disebutkan bahwa: Sengketa adalah perbedaan nilai, 
kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau 
badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau 
status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas 
bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha 
Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau 
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sedangkan Konflik adalah nilai, 
kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok 
masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum 
(privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status 
penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status pengguanaan atau 
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status 
penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung 




1. Tipologi Sengketa  
 Tipologi Sengketa Pertanahan Menurut Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tipologi kasus/konflik pertanahan 
merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang 
disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan 
Nasional27. Hasim Purba28 dalam tulisan jurnalnya secara umum 
mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk 
yaitu :  
a. Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat 
lainnya.  
b. Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan  
c. Sengketa Horizontal – Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan 
pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan 
preman. 
F. Sertipikat Tumpang Tindih 
Sertipikat Tumpang tindih (Overlapping) yaitu ada dua atau lebih 
sertipikat yang tumpang tindih satu dengan yang lain sehingga bagian yang 
tumpang tindih tersebut merupakan sertipikat ganda karena sebagian tanahnya 
masuk dalam sertipikat lain. 
                                                 
27 Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013. 
http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan 
28 Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” 
Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010. Hal 167. Bandingkan dengan Widiyanto, “Potret 
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Faktor yang melatar belakangi munculnya sertipikat Tumpang Tindih 
antara lain:29 
a. Tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah 
terdaftar maupun yang belum terdaftar, seharusnya tanah-tanah yang 
didaftar pada kantor pertanahan dilakukan pencatatan dan pencoretan pada 
peta - peta pendaftaran. Sehingga apabila ada pengajuan pendaftaran dapat 
diketahui bahwa tanah tersebut telah bersertipikat. 
b. Adanya Kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali 
sertipikat yang sebenarnya sudah ada, hal ini dikarenakan prosesnya lebih 
mudah dan lebih kurang dari pada melakukan peralihan hak atas tanah. 
c. Keteledoran aparat Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan 
pengukuran dan penempatan gambar bidang tanah sering kali karena kurang 
telitinya salah penempatan gambar atau lupa tidak digambar pada peta 
pendaftaran. 
d. Tidak cukup tersedianya peta pendaftaran tanah yang meliputi seluruh 
wilayah kabupaten, sehingga banyak gambar bidang tanah yang tidak 
dipetakan. 
e. Karena kesalahan penunjukan batas bidang tanah pada saat terjadi 
pengukuran bidang tanah. Kesalahan tersebut sering menimbulkan 
overlapping (tumpang tindih) sertipikat. 
Kenyataan yang ada di masyarakat, faktor kurang telitinya panitia ajudikasi 
dalam mengumpulkan data fisik tanah yang dimohonkan pendaftarannya, 
                                                 




sering mengakibatkan terjadinya Sertipikat Tumpang tindih (overlapping). 
Selain hal tersebut kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur 
pembuatan sertipikat tanah, sehingga dimanfaatkan oleh oknum perangkat desa 
atau Pejabat badan pertanahan dengan memalsukan data – data yang diperlukan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang 
Tumpang Tindih  
Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang 
khusus dari berbagai pihak, karena pembangunan yang terjadi sekarang 
meluas di berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan kepastian hak-hak 
atas tanah. Untuk menghindari terjadinya perselisihan antara tiap-tiap 
manusia yang membutuhkan tanah tersebut, maka dibuat peraturan-
peraturan tentang pertanahan yang berguna untuk mengatur segala aktifitas 
penggunaan tanah di Indonesia yaitu peraturan Nomor 5 Tahun 1960 
(Lmbaran Negara 1960 Nomor 104) telah menetukan bahwa tanah-tanah di 
seluruh Indonesia wajib diinventarisassikan.  
Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 
Kemudian sesuai dengan dinamika dalam perkembangannya, Peraturan 
Pemerintah tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan pemerinttah yang 
baru ini memang banyak dilakukan penyederhanaan persyaratan dan 
prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Produk akhir dari 




banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat digantikan 
dengan benda lain. Adapun fungsi dari sertifikat adalah : 
Pertama, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang 
kuat. Inilah fungsi yang utama sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah, apabila telah jelas 
namanya tercantum dalam sertipikat itu.  
Kedua, sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak 
bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya.  
Ketiga, bagi pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat 
menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. 
Adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang 
bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Agraria. Data tentang tanah yang 
bersangkutan secara lengkap telah tersimpan di Kantor Pertanahan, dan 
apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan mudah diketemukan.43  
Praktek di lapangan tidak jarang terjadi beredarnya sertipikat palsu, 
sertipikat asli tapi palsu atau sertipikat ganda/overlapping di masyarakat 
sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang 
kebenaran data fisik dan yuridis atas bidang tanah tertentu di Kantor 
Pertanahan setempat. Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui 
terjadi penerbitan sertipikat tanahnya saling tumpang tindih, ketika 
pemegang sertipikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan 
                                                 




hukum atas bidang tanah yang dimaksud. Kurangnya transparansi dalam hal 
penguasaan dan pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan 
informasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta kurang transparannya 
informasi yang tersedia di masyarakat merupakan salah satu penyebab 
timbulnya sengketasengketa tanah. Hal ini menyebabkan terkonsentrasinya 
penguasasan dan pemilikan tanah dalam hal luasan di pedesaan dan/atau 
jumlah bidang tanah di perkotaan, hanya pada sebagian kecil masyarakat. Di 
sisi lain persertifikatan tanah tampaknya masih cenderung kepada akses 
permintaan, yang jauh melampaui sisi penawaran, meskipun proyek-proyek 
administrasi pertanahan seperti prona dan proyek adjukasi relatif berhasil 
mencapai tujuannya. Jika dicermati, konflik pertanahan yang terjadi selama 
ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. 
Konflik vertikal yang paling dominan yaitu antara masyarakat dengan 
pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. 
Misalnya salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus pengakuan 
atas sebuah bidang tanah atau reclaiming. Sedangkan konflik horizontal 
yang paling sering terjadi adalah permasalahan sertifikat ganda atau 
kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah. Disisi lain, 
terjadinya sertifikat-sertifikat ganda itu secara tidak langsung telah 
membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hukum seperti sertifikat 
palsu, penyalahgunaan sertipikat.  
UUPA menganut sistem negatif, sehingga keterangan yang 




harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan 
sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang dapat membuktikan 
sebaliknya. Jika terjadi hal demikian maka pengadilan akan memutuskan 
alat pembuktian mana yang benar. Pendaftaran tanah tidak menyebabkan 
mereka yang tidak berhak menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya 
karena namanya keliru dicatat sebagai yang berhak. Mereka yang berhak 
dapat menuntut diadakannya pembetulan dan jika tanah yang 
bersangkutan sudah berada didalam penguasaan pihak ketiga, ia berhak 
menuntut penyerahan kembali kepadanya. Dalam pelaksanaannya 
walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, namun masih terjadinya 
sengketa-sengketa hak-hak atas tanah di tengah tengah masyarakat yang 
bahkan sampai pada gugatan-gugatan ke Pengadilan, yang 
mengakibatkan terjadinya pemblokiran sertifikat hak atas tanah tersebut 
oleh Kantor Pertanahan. Permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak 
atas tanah tersebut dapat dilakukan pihak pengadilan karena adanya 
gugatan, di antaranya karena terjadinya sertifikat ganda, hutang piutang 
atau karena pailit dan lain-lain. 
Faktor-Faktor Terjadinya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang 
Tumpang Tindih. 
Sertipikat ganda adalah dua sertipikat atau lebih yang menguraikan 
satu bidang tanah yang sama akan tetapi beda datanya.44 
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Hal yang demikian disebut pula sertipikat tumpang tindih 
(Overlapping), baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih 
sebagian dari tanah tersebut. Sertipikat ganda banyak terjadi di wilayah-
wilayah yang masih kosong, belum dibangun dan di daerah perbatasan kota 
dimana untuk lokasi tersebut belum ada peta-peta pendaftaran tanahnya. 
Sertipikat ganda dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut: 
a. Pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian di lapangan, 
pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukan letak tanah dan 
batas-batas tanah yang salah.  
b. Adanya surat bukti atau pengakuan hak dikemudian hari ternyata  
mengandung ketidakbenaran, keplasuan atau sudah tisak berlaku lagi.  
c. Untuk wilayah yang dimaksud belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.  
Kasus penerbitan lebih dari satu sertipikat atas sebidang tanah dapat 
pula terjadi atas tanah warisan. Latar belakang kasus tersebut adalah 
sengketa harta warisan yaitu oleh pemilik sebelum meninggalnya telah 
dijual kepada pihak lain (tidak diketahui oleh anak-anknya) dan telah 
diterbitkan sertipikat atas nama pembeli, dan kemudian para ahli warisnya 
menyertipikatkam tanah yang sama, sehingga mengakibatkan terjadinya 
sertipikat ganda, karenaa sertipikat terdahulu belum dipetakan. 
Sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. 
Faktor intern antara lain: 




a. Tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria dan peraturan pelaksanaannya secara konsisten, konsekuen 
dan bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang berbuat 
untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempedulikan hak 
orang lain. 
b. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang 
kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti 
tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah 
jabatannya. 
c. Ketidak telitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan 
sertifikat tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi 
penerbitan sertifikat tidak diteliti dengan seksama yang mungkin saja 
dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan 
sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundangundangan yang 
berlaku. 
2. Faktor Eksternal antara lain: 
a. Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan 
tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat 
tanah. 
b. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang 
memerlukan tanah. 
c. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin 




mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke non 
pertanian, mengakibatkan harga tanah melonjak. 
Upaya untuk mencegah timbulnya sertipikat ganda yaitu melalui 
program Pengadaan Peta Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Badan 
Pertanahan Nasional. Namun demikian dalam melaksanakan pengadaan peta 
pendaftaran tanah ini memerlukan dana serta waktu, sehingga pengadaannya 
dilakukan secara bertahap melalui pendekatan pengukuran desa demi desa, 
sebagaimana tercantum di dalam ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 tanggal 
23 Maret 1961 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
2. Hambatan dalam Upaya Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak 
Milik atas Tanah yang Tumpang Tindih 
Terjadinya sengketa tanah antara dua pihak, apabila dapat diselesaikan 
secara kekeluargaan dan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator, 
maka penyelesaian seperti ini dapat dipastikan dapat memuaskan kedua 
belah pihak. Apabila penyelesaian harus melalui jalur hukum sesuai dengan 
ketentuann yang berlaku, maka dapat dipastikan bahwa para pihak 
memerlukan biaya tambahan, apalagi menggunakan jasa Penasehat hukum, 
biaya yang diperlukan terkadang diluar kemampuan pengguna jasa, 
sedangkan hasil yang diharapkan tidak selalu berpihak kepadanya. Adapun 
Hambatan dalam upaya kepastian hukum terhadap Sertifikat Hak Milik atas 




1. Tidak adanya itikad baik dari pemohon Pemohon yang mengajukan 
sertipikat tanah kepada BPN  tidak mempunyai itikad baik yaitu emohon 
tetap mengajukan persertipikatan tanah walaupun atas tanah tersebut 
BPN  telah mengeluarkan sertipikat tanah sebelumnya. 
2. Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah 
miliknya dan tidak memanfaatkanya dengan baik sehingga di ambil alih 
oleh orang lain dan kemudian di manfaatkan karna merasa bahwa tanah 
tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. 
3. Kesalahan Badan Pertanahan Nasional Kota/kabupaten dalam 
pengukuran dan pemetaan tanah Petugas pencatatan dan Pemetaan tidak 
menanyakan langsung perihal batas-batas tanah atau apakah tanah 
tersebut sudah bersertipikat atau dimiliki pihak lain kepada warga sekitar 
tempat lokasi tanah yang akan disertipikatkan tersebut. Akibat ketidak 
hati-hatian tersebut petugas tetap memprosesnya sehingga  ikeluarkannya 
sertipikat lain diatas tanah yang sama. 
4. Faktor dari pemerintahan setempat, kelurahan atau desa yang tidak 
mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan atau 
sudah ada penguasaannya. 
5. Kurangnya sumber daya manuasia (SDM) di Badan Pertanahan  Nasional 
Kota/kabupaten, Tidak memadainya jumlah dan kemampuan anggota 
Subseksi pengukuran dan pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Kota / 




terhambatnya kinerja BPN dalam pencatatan, pengukuran dan pemetaan 
tanah. 
B. Pembahasan 
Dalam memberikan kepastian hukum terhadap terhadap Sertifikat Hak Milik 
atas Tanah yang Tumpang Tindih Pengacara/advokat Elza Syarief dalam bukunya 
yang berjudul “Menuntaskan Sengketa Tanah” mengemukakan pendapat bahwa, 
secara umum sengketa tanah timbul akibat faktor-faktor sebagai berikut:45 
a. Peraturan yang belum lengkap; 
b. Ketidaksesuaian peraturan; 
c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah 
tanah yang tersedia; 
d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; 
e. Data tanah yang keliru; 
f. Keterbatasn sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa 
tanah; 
g. Transaksi tanah yang keliru; 
h. Ulah pemohon hak atau 
i. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih 
kewenangan. 
Sedangkan menurut Bernhard Limbong dalam bukunya “Konflik 
Pertanahan” mengemukakan dua hal penting dalam sengketa pertanahan yaitu 
sengketa pertanahan secara umum dan sengketa pertanahan secara khusus, 
                                                 





sebagaimana terdapat dalam Keputusan BPN RI nomor 34 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan:46 
a. Faktor Hukum 
1. Regulasi kurang memadai; Regulasi di bidang pertanahan belum 
seutuhnya mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi Pasal 33 
UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi, dan kesejahteraan. Disisi 
lain penegakan hukum kerap kali berhenti pada mekanisme formal dari 
aturan hukum dan mengabaikan nilainilai substansinya. 
2. Tumpang tindih peradilan; Saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang 
dapat menangani suatu sengketa pertanahan yaitu peradilan perdata, 
peradilan pidana, serta Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam 
suatu sengketa tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata 
belum tentu menang secara pidana.Selain itu, sumber daya aparatur 
agrarian juga merupakan hal yang memicu timbulnya sengketa. 
3. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit : Penyelesaian perkara lewat 
pengadilan di Indonesia melelahkan, biaya yang tinggi dan waktu 
penyelesaian yang lama apalagi bila terjebak dengan mafia peradilan, 
maka keadilan tidak berpihak pada yang benar. Hal ini tentunya tidak 
sesuai lagi dengan prinsip peradilan kita yang sederhana, cepat, dan 
berbiaya murah, karena kondisinya saat ini dalam berurusan dengan 
pengadilan tidaklah sederhana, birokrasi pengadilan yang berbelit-belit 
dan lama serta biaya yang mahal. 
                                                 




4. Tumpang tindih peraturan : UUPA sebagai induk dari peraaturan sumber 
daya agrarian lainnya khususnya tanah, namun dalam berjalan waktu 
dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber 
daya agraria tetapitidak menenmpatkan UUPA sebagai undang-undang 
induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-
undang agraria.  
5. Struktur hukum agraria menjadi tumpang tindih. UUPA yang awalnya 
merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia, 
menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat 
pertentangan dengan diterbitkannya peraturan-peraturan perundangan 
sektoral. 
b. Faktor Non Hukum 
1. Tumpang tindih penggunaan tanah: Pertumbuhan penduduk yang cepat 
mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi 
pangan berkurang akibat berubah fungsinya tanah pertanian. Juga 
pemerintah yang terusmenerus menyelenggarakan proyek 
pembangunan tidak dapat dihindarkan jika sebidang tanah yang sama 
memiliki ataupun timbul kepentingaan yang berbeda. Itulah sebabnya 
mengapa pertumbuhan sengketa tanah yang terus menerus meningkat. 
2. Nilai ekonomis tanah yang tinggi: Sejak masa orde baru, nilai ekonomis 
tanah semakin tinggi. Hal ni terkait dengan politik peningkatan 
pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dengan 




kebijakan berupa tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria tidak 
lagi menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran 
rakyat, melainkan tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar 
pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu sangat merugikan 
rakyat. 
3. Fungsi sosial tanahpun dikesampingkan karena semuanya berorientasi 
pada bisnis. Kebijakan pemerintah orde baru dapat menimbulkan 
sengketa penguasaan sumber daya agrarian antara pemilik tanah dalam 
hal ini rakyat dengan para pemilik modal yang difasilitasi pemerintah. 
4. Kesadaran masyarakat meningkat; Perkembangan global serta 
peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi berpengaruh 
pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat 
terhadap penguasaan tanahpun ikut berubah. Terkait dengan tanah 
sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir 
masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan 
tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai 
sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. 
5. Jika sebelumnya pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan kepentingan hanya diberikan “seadanya” bahkan 
diserahkan dengan sukarela dan cuma-cuma, pelan-pelan berubah 
mengacu pada NJOP (nilai jual objek pajak). Belakangan masyarakat 
menuntut adanya penberian ganti rugi berdasarkan harga pasar bahkan 




pemukiman kembali yang lengkap dengan fasilitas yang kurang lebih 
sama dengan tempat asal mereka yang dijadikan areal pembangunan. 
6. Tanah tetap, penduduk bertambah : Pertumbuhan penduduk yang sangat 
cepat, baik lewat kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, sementara 
luas lahan yangrelatif tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas 
ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah 
dipertahankan mati matian. 
7. Kemiskinan : Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan. Dalam memenuhi 
kebutuhan pertanahan, masyarakat miskin menghadapi masalah 
ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta 
ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. 
8. Padahal kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh 
aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota 
keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Oleh sebab itu, 
meningkatnya petani miskin mencerminkan kemiskinan di perdesaan. 
9. Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan 
yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal 
menguasai lahan sebagai hak milik, dan kalaupun mereka memiliki 
tanah, perlindungan terhadap hak atas tanah mereka tidak cukup kuat 




10. Secara garis besar dapat ditarik beberapa hal yang menyebabkan 
timbulnya sengketa pertanahan dan sertifikat ganda yaitu sebagai 
berikut: 
a. Kurangnya transparansi informasi mengenai kepemilikan tanah. 
b. Nilai tanah yang ekonomis dan tanah yang dijadikan masyarakat 
sebagai simbol eksistensi sosial bermasyarakat, sehingga setiap 
orang menggunakan segala cara untuk mempertahankannya. 
c. Lemahnya regulasi padahal sengketa pertanahan bersifat multi  
dimensional. 
d. Tumpang tindihnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan 
lembagalembaga negara yang berkepentingan mengenai kepemilikan 
hak atas tanah. 
e. Tafsiran dikalangan masyarakat yang salah mengartikan mana tanah 
adat atau memiliki hak ulayat dan mana yang merupakan tanah 
bukan milik adat atau tanah negara. 
f. Permasalahan land reform yang sampai sekarang belum bisa 
terpecahkan. 
g. Serta adanya bencana alam yang menyebabkan rusaknya tanda bukti 
kepemilikan hak atas tanah dan bergesernya tanah setelah bencana. 
h. Dan yang paling kompleks adalah tidak dimanfaatkannya peta 
pendaftaran tanah dan sistem komputerisasi yang belum modern. 
i. Bahkan ketidakjujuran aparat desa dan pemohohon dalam hal ini 




faktor utama. Itulah beberapa hal kecil penyebab timbulnya sengketa 
tanah dan sertifikat ganda yang tentunya masih banyak hal lainnya 
yang bisa menyebabkan terjadinya hal itu. 
j. Kurang telitinya petugas pengukuran dan sering diabaikannya 
ketentuan yang mengharuskan pemilik tanah yang berbatasan 
langsung dengan tanah yang diukur ikut menyaksikan pengukuran 
dan/atau hasil pengukuran yang disaksikan oleh pemilik tanah yang 
berbatasan langsung dengan tanah yang diukur berbeda dengan peta 
yang diterbitkan oleh petugas pengukuran,merupakan kesalahan 
yang disengaja oleh petugas pengukuran, hal ini yang menjadi 
penyebab utama timbulnya sengketa kepemilikan atas tanah. 
Guna menjamin Kepastian Hukum Terhadap sertipikat tumpang tindih, 
Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan penelitian riwayat tanah maupun 
peruntukannya dan dengan adanya putusan pengadilan maka Badan Pertanahan 
Nasional membatalkan salah satu dari sertipikat tersebut.  
Dalam peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor: 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberiian dan 
Pembatalan Keputusan Pemberiaan Hak atas Tanah, selnajutnya disebut 
PMNA/KBPN 3/1999, dalam pasal 1 angka 12 termuat tentang Pembatalan hak 
Atas Tanah yaitu:  
Pembatalan keputusan mengenai pemberian sautu hak atas tanah karenaa 
keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau 




Pengertian tentang pembatalan hak atas tanah juga dijelaskan dalam pasal 1 
angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepaala Badan Pertanaahan 
Nasional Nomor: 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Yaitu:47 
“Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat 
hakmatas tanah karenaa keputusan tersebut mengandung cacat hukum 
administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap.” 
Pembatalan Hak atas Tanah dalam pasal 104 ayat (1) PMNA/KBPN No. 
9/1999 meliputi tiga produk pelayanan BPN yaitu:  
1. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah  
2. Sertipikat Hak Atas Tanah  
3. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengaturan 
Penguasaan Tanah.  
Ketiga pelayanan produk diatas dikatagorikan sebagai cacat hukum bilamana 
terdapat:  
1. Kesalahan prosedur  
2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan  
3. Kesalahan subyek hak  
4. Kesalahan obyek hak  
5. Kesalahan jenis hak  
6. Kesalahan perhitungan luas  
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7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah  
8. Terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau data yuridis  
9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif  
Tata cara pembatalan sertipikat hak atas tanah, Ada tiga tata cara pembatalan 
hak atas tanah, yaitu: 
1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat ukum administrasi yang diterbitkan 
karenaa permohonan.  
Dasar hukum: Pasal 108 sampai 118 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999  
Pengajuan permohonan pembatalan diajukan secara tertulis, dengan 
memuat:  
a. Keterangan mengenai pemohon, baik pemohon perorangan aupun badan 
hukum. Keterangan ini disertai fotocopy bukti diri termasuk 
kewarganegaraan bagi pemohon perorangan dan akta pendirian 
perusahaan serta perubahannya bila pemohon badan hukum.  
b. Keterangan mengenai tananhnya yang meliputi data yuridis maupun data 
fisik tanah yang seddang disengketakan. Data memuat nomor dan jenis 
hak, letak, batas dan luas tanah, jenis penggunaan tanahya. Keterangan 
ini dilengkapi dengan melampirkan foto copy surat keputusan dan/atau 
sertipikat hak atas. 
c. Permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional 
melalui Kepala Kantor Pertanahan yang di daerah kerjanya meliputi letak 




d. Kantor pertanahan selanjutnya akan menyampaikan kepada pihak ke-3 
yang berkepentingan (termohon) perihal adanya permohonan 
pembatalan, untuk kemudian diminta tanggapannya dalam waktu satu 
bulan.  
e. Selanjutnya permohonan akan diperiksa dan diteliti substansinya. 
Bilaman diperlukan, Kantor pertanahan akan melaksanakan penelitian 
berkas/warkah dan/atau rekotruksi atas obyek hak yang disengketakan. 
Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian data fisik dan 
data yuridis yang menjadi dasar dalam menjawab permohonan 
pembatalan.  
f. Jawaban atas permohonan pembatalan ini baik berupa keputusan 
pembatalan hak atau penolakan pembatalan akan disampaikan kepada 
pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin 
sampainya keputusan kepada yang berhak.  
2. Pembatalan Hak Atas Tanah Karenaa Cacat Hukum Administrasi yang 
Diterbitkan tanpa adanya Permohonan.  
Dilaksanakannya pembatalan apabila suatu keputusan pemberian hak 
dan/atau sertipikat hak atas tanah diketahui mengandung cacat hukum 
administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 serta ditemukan 
pelanggaran atas kewajiban pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 
103 PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa ada permohonan pembatalan, 
Kepala Badan Pertanahaan Nasional dapat mengeluarkan keputusan 




a. Pembatalan hak atas tanah terlebih dahulu dilakukan penelitian data fisik 
dan data yuridis terhadap keputusan pemberian hak atas tanah 
dan/sertipikat hak atas tanah yang diduga terdapat kecacatan.  
b. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah 
(Kanwil) BPN Propinsi dengan menyertakan hasil dari penelitian data 
fisik maupun data yuridis dan pendapat Kantor pertanahan pemeriksa.  
c. Bilamana berdasarkan data fisik dan data yuridis yang diambil telah 
diteliti, dinilai telah ccukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala 
BPN Propinsi menerbitkan keputusan yang dapat berupa pembatalan atau 
penolakan pembatalan. Keputusan yang diambil memuuat alasan dan 
dasar hukumnya.  
d. Apabila kewenangan pembatalan terletak pada kepala BPN, maka kanwil 
mengirimkan hasil penelitian berserta telaah dan pendapat.  
e. Kepala BPN selanjutnya akan menilit dan mempertimbangkan telaahan 
yang ada, untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dapat aatu tidaknya 
dikeluarkan keputusan pembatalan hak. Bilamana dinilai telah cukup 
untuk mengambil keputusan, maka kepala BPN menerbitkan keputusan 
pembatalan atau penolakan yang diberi alasan-alasannya.  
3. Pembatalan Hak Atas Tanah karena Melaksanakan Putusan Pengadilan yang 
Berkekuatan Hukum Tetap,  
a. Keputusan pembatalan hak atas tanah ini dilaksanakan atas permohonan 




b. Putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan 
permohonan pembatalan adalah putusan tang dalam amarnya 
meliputipernyataan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau 
yang pada intinya sama dengan itu (Pasal 124 ayat (2) PMNA/KBPN 
9/1999)  
c. Proses pelaksanaan pembatalannya yaitu :  
1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPN atau melalui  
Kanwil BPN Propinsi atau kantor pertanahan.  
2) Setiap satu permohonan disyaratkan hanya memuat untuk satu atau 
beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya berada dalam satu 
wilayah kabupaten/kota  
3) Permohonan memuat :  
a) Keterangan pemohon baik pemohon perorangan maupun badan 
hukum. Keterangan ini disertai foto copy bukti diri termasuk bukti 
kewarganegaraan bagi pemohon perorangan dan akta pendirian 
perusahaan serta perubahannya bila pemohon badan hukum.  
b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 
fisik tanah yang sedang disengekatakan. Data memuat nomor dan 
jenis hak, letak, batas, dan luas tanah, jenis penggunaan tanahnya. 
Keterangan ini dilengkapi dengan melampirkan surat keputusan 
dan/atau sertipikat hak atas tanah dan surat-surat lain yang 
diperlukan untuk mendukung pengajuan pembatalan hak atas tanah.  




d) Foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.  
e) Berita acara eksekusi, apabila untuk perkara perdata atau pidana  
f) Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.  
Berdasarkan berkas permohonan dan bukti-bukti pendukung yang telah 
disampaikan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota/Kanwil BPN Propinsi, 
selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Nasional :  
1) Memutuskan permohonan tersebuut dengan menerbitkan keputusan 
pembatalan hak atas tanah.  
2) Memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan 
disertai pertimbangan dan alasan untuk selanjutnya Kepala BPN meminta 
fatwa kepada mahkamah Agung tentang amar putusan pengadilan yang tidak 
dapat dilaksanakan tersebut.  
3) Terhadap permohonan baik yang dikabulkan dengan menerbitkan surat 
keputusan pembatalan hak atas tanah, atau penolakan karenaa amar putusan 
pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable), disampaikan 
melalui surat tercatat atau cara lain yang menjamin sampainya 





P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Pada Bab penutup ini, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka 
Penulis  menyimpulkan bahwa : 
1. Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang 
Tumpang Tindih  
Penerbitan suatu sertipikat merupakan suatu proses yang memerlukan 
peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-
surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat 
keterangan tersebut tidak luput pula dari pemalsuan, kadaluwarasa, bahwa 
ada kalanya tidak benar atau fiktif. Karena Kurang telitinya petugas 
pengukuran dan sering diabaikannya ketentuan yang mengharuskan pemilik 
tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur ikut menyaksikan 
pengukuran dan/atau hasil pengukuran yang disaksikan oleh pemilik tanah 
yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur berbeda dengan peta 
yang diterbitkan oleh petugas pengukuran, merupakan kesalahan yang 
disengaja oleh petugas pengukuran, hal ini yang menjadi penyebab utama 
timbulnya sengketa kepemilikan atas tanah. 
Guna menjamin Kepastian Hukum Terhadap sertipikat tumpang 





tanah maupun peruntukannya dan dengan adanya putusan pengadilan maka 
Badan Pertanahan Nasional membatalkan salah satu dari sertipikat tersebut. 
2. Hambatan dalam Upaya Kepastian Hukum terhadap Sertifikat Hak Milik 
atas Tanah yang Tumpang Tindih. 
Hambatan dalam upaya kepastian hukum terhadap Sertifikat Hak 
Milik atas Tanah yang Tumpang Tindih, diantaranya : 
1. Tidak adanya itikad baik dari pemohon Pemohon yang mengajukan 
sertipikat tanah kepada BPN  tidak mempunyai itikad baik yaitu 
pemohon tetap mengajukan persertipikatan tanah walaupun atas tanah 
tersebut BPN  telah mengeluarkan sertipikat tanah sebelumnya. 
2. Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah 
miliknya dan tidak memanfaatkanya dengan baik sehingga di ambil alih 
oleh orang lain dan kemudian di manfaatkan karna merasa bahwa tanah 
tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya. 
3. Kesalahan Badan Pertanahan Nasional Kota/kabupaten dalam 
pengukuran dan pemetaan tanah Petugas pencatatan dan Pemetaan tidak 
menanyakan langsung perihal batas-batas tanah atau apakah tanah 
tersebut sudah bersertipikat atau dimiliki pihak lain kepada warga sekitar 
tempat lokasi tanah yang akan disertipikatkan tersebut. Akibat ketidak 
hati-hatian tersebut petugas tetap memprosesnya sehingga  ikeluarkannya 
sertipikat lain diatas tanah yang sama. 
4. Kurangnya sumber daya manuasia (SDM) di Badan Pertanahan  Nasional 





Subseksi pengukuran dan pemetaan di Badan Pertanahan Nasional Kota / 
Kabupaten Akibat kurangnya sumber daya manusia ini menyebabkan 
terhambatnya kinerja BPN dalam pencatatan, pengukuran dan pemetaan 
tanah. 
B. Saran-saran  
1. Hendaknya aparatur Badan Pertanahan lebih teliti dalam mengumpulkan 
data fisik dan data yuridis pada proses pendaftaran tanah dan 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan PMA/KBPN nomor 
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
2. Perlu adanya upaya- upaya yang dilakukan kepada pihak pemerintah agar 
lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan yang terjadi 
dikalangan masyarakat dan dapat menyelesaikan perkara sengketa 
pertanahan tersebut. Dan dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tanah 
hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan 
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